
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PERATURAIT BUPATI KUTAI KARTAIYEGARA

NOMOR 1 TAIIUII 2A!4
TENTANG

URAIAIT TUGAS P&TABAT STRI'KTT'RAL PADA SEI(R TARIAT
DAERATI I{ABUPATIN KUTAI KARTAT{EIGARA

DEITGAN RATIMAT TIIHAIY YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI KUTAI KARTANBGARA,

bahwa dengan diterbitkannya peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor L 1 Tahun 20 1 1
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara, maka perlu mengatur pen5rusunan
uraian tugas dimaksud;
bahwa dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada sekretariat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga
pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisiJn
sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor 11 Tahun 2Oll;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas,
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian
T\rgas Pejabat Struktural Pada Sekretariat Daera-h
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun l94S;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19Sg Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
182O);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun LgT4 tentang pokok-
got<ok Kepegawaian (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor g47gl, Undang-
undang Nomor 43 Tahun Lggg tentang perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun tg74 tentang pokok-
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pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44g7l sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OtL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2ooz tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubfif
Indonesia Tahun 2OAZ Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTa\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 rahun 2olo tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
L994 tentang Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oto Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

8- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2oor tentang petunjuk reknis penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2OL2 tentang Analisis Jabatan di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
Daerah;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
11 Tahun 2OlL tentang Perubahan pertama Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
16 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2O1 1 Nomor 1 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAIT BUPATI TENTANG URATAN TUGAS
PF^IABAT STRUKTURAL PADA SEKREIARIAT DAERAII
KABUPA:IEil KUTAI KARTANEGARA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang memimpin
Kesekretariatan pada Sekretariat Daerah.

6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kutai Kartanegara.
7. Assisten adalah Pejabat yang membantu Sekretaris

Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya.

8. Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum, yang
selanjutnya disebut Asisten I.

9. Asisten Perekonomian dan Pembangunalr, yang
selanjutnya disebut Asisten II.

1O. Asisten Administrasi Umum, yarl.g selanjutnya disebut
Asisten III.

11. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan
Masyarakat, yang selanjutnya disebut Asisten IV.

L2. Kepala Bagian Administrasi, yang selanjutnya disebut
Kepala Bagian adalah Pejabat yarrg memimpin bagian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

13. Kepala Sub Bagian, yang selanjutnya disingkat
Kasubbag adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

15. Daftar urut kepangkatan, yang selanjutnya disebut
DUK adalah suatu daftar yang memuat narna pegawai
negeri sipil dari suatu kesatuan organisasi negara yang
disusun menurut tingkatan kepangkatan.

16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah,
yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
keda yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



17. Penetapan Kinerja, yang selanjutnya disingkat TAPKIN
adalah keluaran/hasil dari kegiatanl program hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran
dengan kredibilitas dan kualitas terukur.

18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang
selanjutnya disingkat LHKPN.

19. Laporan Pajak-Pajak Pribadi, yang selanjutnya
disingkat LP,ZP.

20. I,aporan Keterangan Pertanggungiawaban, yang
selanjutnya disingkat LKPJ.

21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disebut LPPD.

22. Laporxt Keuangan Pemerintah Daerah, yang
selanjutnya disingkat LKPD.

23. Toponimi adalah pemberian narna batas wilayah/narna
tempat yang merupakan narna yang diberikan kepada
unsur rupabumi.

24. Kelompok Jabatan F ungsional, yang selanjutnya
disebut Kelompok Jafung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Uraian T\rgas Pejabat Struktural pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud untuk
mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya di
Iingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

(2)T\rjuan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
adalah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan
secara profesional dan bertanggungiawab terhadap
kedudukan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah
daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
selaku Kepala SKPD yang berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Bupati.
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(2) Sekretaris Daerah selaku Kepala SKPD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh
Asisten Sekretaris Daerah.

(3)Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungiawab
kepada Sekretaris Daerah.

(4) Sekretaris Daerah berhalangan dalam melaksanakan
tugasnya, maka tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan
oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk oteh
Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
T\:gas Pokok

Pasal 4

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan
kewajiban membantu Bupati dalam men5rusun kebijakan
dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana,
keuangan serta memberikan pelayanan administratif
kepada selunrh perangkat daerah.

Bagran Ketiga
Fungsi

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan
daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang
telah ditetapkan pemerintah daerah;

b. penyusunan kebijakan pemerintah daerah;

c. pengkoord.inasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan
lembaga teknis daerah;

d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah;

e. pembinaan administrasi dan aparahrr pemerintahan
daerah; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. staf Ahli; dan

c. Asisten Sekretaris Daerah yang terdiri dari :

1. Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum, yang
selanjutnya disebut Asisten I yang terdiri dari :

a) Bagran Administrasi Pemerintahan;
b) Bagian Administrasi Hukum; dan
c) Bagran Administrasi Pertanahan.

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang
selanjutnya disebut Asisten II yang terdiri dari :

al Baglan Administrasi Pembangunan;

b) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam; dan
c) Bagran Administrasi Perekonomian.

3. Asisten Administrasi LJmum, yang selanjutnya
disebut Asisten III yang terdiri dari :

a) Bagian Administrasi Umum;
b) Bagian Administrasi Perlengkapan; dan
c) Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan.

4. Asisten Kesejahteraan Rak5rat dan Humas, yang
selanjutnya disebut Asisten IV yang terdiri dari :

a) Bagiarl Administrasi Kesejahteraan Ralqyat;

b) Bagian Administrasi Humas dan protokol; dan
c) Bag;tan Administrasi Organisasi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum (Asisten I)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Pemerintahan membawahi :

a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;

b. Sub Bagran Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
c. Sub Bagian Perangkat Daerah dan Desa.

(2) Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum (Asisten I)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Hukum membawahi :

a. Sub Bagian Perundang-undangan;



b. Sub Bagran Bantuan Hukum; dan
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

(3) Asisten Pemerintatran Umum dan Hukum (Asisten I)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Pertanahan membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan pengadaan Tanah;
b. Sub Bagran Penataan dan Penetapan Tanah; dan
c. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah.

Pasal 8

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
dalam melaksan akar.r tugas-tugas Bagian Admini strasi
Pembangunan membawahi :

a. Sub Bagian Program;

b. Sub Bagran Pengendalian; dan

c. Sub Bagian Pelaporan.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Sumber Daya Alam membawahi :

a. Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan pangan;

b. Sub Bagran Perikanan dan Peternakan; dan
c. Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Perekonomian membawahi :

a. Sub Bagian Koperasi dan UKM;

b. Sub Bagian Industri dan Perdagangan; dan
c. Sub Bagian Badan Usaha Daerah, Investasi dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

(1) Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dalam
melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi Umum
membawahi:
a- Sub Ba# an Kepegawaian;

b. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
c. Sub Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha

Pimpinan.
(2)Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dalam

melaksanakan tugas-tugas Bagran Administrasi
PerlengkapErn membawahi :

a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
b. Sub Bagran Pengadaan; dan



c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
(3) Asisten Administrasi Umum (Asisten III) dalam

melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Penatausahaan Keuangan membawahi :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi; dan
c. Sub Bagian Verifikasi.

Pasal 10

(1) Asisten Kesejahteraan Ralryat dan Humas (Asisten IV)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat membawahi :

a. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan
Kesehatan;

b. Sub Bagian Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
dan

c. Sub Bagian Pemberd ayaan Perempuan, Keluarga
Berencana dan Agama.

(2) Asisten Kesejahteraan Ralryat dan Humas (Asisten IV)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Humas dan Protokol membawahi :

a. Sub Bagian Data dan Informasi;
b. Sub Bagian Protokol; dan
c. Sub Bagian Pemberitaan.

(3) Asisten Kesejahteraan Ralryat dan Humas (Asisten IV)
dalam melaksanakan tugas-tugas Bagian Administrasi
Organisasi membawahi :

a. Sub Bagian Analisa Jabatan;

b. Sub Bagian Kelembagaan; dan
c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

BAB V
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah

Pasal 1 1

Uraian T\rgas Sekretaris Daerah meliputi :

a. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan
kewajiban membantu kepala daerah;

b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah
dengan mengacu pada dokumen perencanaan
pembangunan daerah dan kondisi obyektif sesuai
ketentuan yang berlaku;



c.

d.

e.

men5rusun perutmusan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

merumuskan dan merenca.nakan administrasi
keuangan daerah;

menugaskan pada Assisten dan Kepala Bagian serta
mengkoordinasikan aparatur perangkat daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintahan daerah;

mengendalikan dan membina aparatur SKPD dalam
menyelen tugas dan fungsi masing-masing
SKPD;

menilai pelaksanaan tugas aparatur SKPD;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala
daerah sebagai pertanggungiawaban pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh Bupati.

Bagran Kedua
Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum

Pasal 12

Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum mempunyai
hrgas sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan Umum dan Hukum membantu
sekretaris daerah;

b. mengkoordinasikan pen5rusunan renccrna kegiatan
bidang Pemerintahan Umum dan Hukum, Administrasi
Pertanahan serta kerjasama daerah sebagai bahan
pelaksanaan tugas;

c. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;

d. mengkoordinasikan tugas-tugas dengan ruang lingkup
yang meliputi: bidang pengawas€Ln, ketentraman dan
ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan
bencana, kependudukan dan pencatatan sipil,
ketenagakerjaan, otonomi daerah, pemerintahan
umum, penelitian dan pengembangan, pertanahan dan
kerjasama;

e. mengkoordinasikan para kepala bagian sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing agar teqalin
kerjasama yang baik dan saling mendukung;

f. menilai prestasi kerja kepala bagran dan bawahan
dengan cara mengevaluasi hasil kerjanya sebagai
bahan pengembangan karier;

h.

i.

ob.

J.
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g. memberi saran dan masukan kepada sekretaris daerah
dibidang Pemerintahan Umum dan Hukum,
Administrasi Pertanahan serta kerjasama daerah;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris
daerah; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bagian Administrasi Pemerintahan

Paragraf L

Kepala Bagran Administrasi Pemerintahan

Pasal 13

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. membantu dan memgkonsultasikan seluruh kegiatan
Bagran Administrasi Pemerintahan dengan Asisten
Pemerintahan Umum dan Hukum;

b. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
pemerintahan;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggaran, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
pemerintahan;

e. mengkoordinasikan, memflasilitasi monitoring evaluasi
penyelenggaraan pemerintaJran dan kineda
kecamatan, kelurahan dan desa yang berkaitan
dengan pemerintahan umum;

f. mengkoordinasikan, memfasilitasi tugas pembantuan
u.rusan pemerintahan kepada desa dan urusan
pemerintahan skala Kabupaten serta penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;

g. mengkoordinasikan, memfasilitasi pengkajian dan
perumusan kebijakan pembinaan perangkat daerah
dan desa;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
administrasi terpadu kecamatan;

i. mengharmonisasikan hubungan antar susunan
pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman pada
kebijakan pemerintah dan provinsi;

j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi keb[iakan
pengelolaan pencegahan bencana, penanganan
bencana, penanganan pasca bencana, penanganan
kebakaran skala Kabupaten; dan
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k. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
administrasi pemerintahan serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 14

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan tata pemerintahan kepada kepala bagran
administrasi pemerintahan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan tata
pemerintahan;

d. merencanakan kegiatan dan men)rusun anggarErn,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan tata pemerintahan;

e. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi
pengumpulan dan mengolah bahan-bahan dalam
pelaksanaan batas kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan dan desa serta pen5rusunan mengenai
toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten;

f. merencanakan kegiatan dan mengolah bahan dalam
rangka harmonisasi, sinkronisasi hubungan antar
susunan pemerintahan di Kabupaten dengan
berpedoman pada kebijakan pemerintah dan provinii;

g. merencartakan kegiatan dan menyiapkan bahan dalam
rangka penetapan dan penegasan titik koordinat,
pemasangan pilar batas wilayah kabupaten/kota,
kecamatan, kelurahan dan desa;

h. merencanakan kegiatan, menyiapkan, menghimpun
dan mengolah database dan informasi y.ng
berhubungan dengan bidang tata pemerintahan;

i. merenca.nakan kegiatan, melaksanakan dan
menyiapkan bahan pembentukan, penggabungan dan
penghapusan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan
Desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;

j. merencanakan kegiata.n, memfasilitasi dan
menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka
pemekaran wilayah/ kecamatan; dan

k. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan tata
pemerintahan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasarna

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Ke{asama
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan otonomi daerah dan kefasama kepada kepala
bagian administrasi pemerintahan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan otonomi daerah
dan kerjasarna;

d. merencErnakan kegiatan dan men)rusuul anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan otonomi daerah dan kerjasama;

e. melaksanakan pendataan, menganalisa dan
mengevaluasi urlrsan-urusan yang menjadi
kewenangan daerah;

f. merencanakan kegiatan, mengkoordinasi dan
memfasilitasi tugas pembanhran urusan
pemerintah / pemerintah provinsi kepada desa;

g. merencanakan kegiatan, memfasilitasi menyiapkan
bahan, monitoring evaluasi dan laporan urusan
otonomi daerah dan kedasama;

h. mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan
pembinaan dan monitoring evaluasi pelimpahan
sebagran kewenangan bupati yang melimpahkan
kepada camat dan lurah;

i. memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan otonomi
daerah dan kerjaserna dengan pihak ketiga maupun
kerjasama antar daerah;

j. melaksanakan pendataan dan fasilitasi pelaksanaan
perjalanan dinas luar negeri bagi Bupati dan/ata.u
Pegawai Negeri Sipil SKPD se Kabupaten Kutai
Kartanegara;

k. melakukan pendataan, rekapitulasi dan evaluasi
laporan harian Camat se Kabupaten Kutai Kartanegara
yang akan digunakan sebagai data pendukung
penilaian camat; dan

l. melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan otonomi
daerah dan kerjasarna serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan perangkat daerah d,an desa kepada kepala
bagran administrasi pemerintahan;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelqiari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan perangkat
daerah dan desa;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan perangkat daerah dan desa;

e. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
mengolah data dan informasi kinerja aparatur
Kecamatan, Kelurahan dan desa yang berkaitan
dengan hubungan pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah daerah;

f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi hubungan
antara Pemerintah Kabupaten dengan DpRD;

g. mempersiapkan fasilitasi pemilihan umltm, pemilihan
kepala daerah dan pemilihan kepala desa;

h. merencanakan, menyiapkan bahan monitoring
evaluasi dan laporan penyelenggaraan pembinaan
perangkat daerah dan desa, kinerja Kecamatan dan
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN);

i. merencanakan kegiatan, merryiapkan bahan,
menghimpun dan mengolah database dan informasi
yang berhubungan dengan bidang perangkat daerah
dan desa;

j. mempersiapkan fasilitasi pelaksanaan proses
pengangkatan dan pemberhentian anggota dan
penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Kutai
Ifurtanegara;

k. merencanakan kegiatan dan menyiapkan rapat
koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan administrasi dan monografi kecamatan
dan kelurahan; dan

1. melaksanakan dan men)rusun LAKIP urus€ul
perangkat daerah serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.
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Bagian Keempat
Bagran Administrasi Hukum

Paragraf I
Kepala Bagian Administrasi Hukum

Pasal 17

Kepala Bagran Administrasi Hukum mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

Bagran administrasi hukum dengan Asisten
Pemerintahan Umum dan Hukum;

b. membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelqiari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
hukum;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggara.n, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
hukum;

e. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan
mensosialisasikan kegiatan dengan SKPD terkait
tentang produk hukum daerah;

f. mengkoordinasikan pembahasan, perumusan dan
mengevaluasi serta memonitoring kegiatan-kegiatan
yang berhubungan dengan rancangan peraturan
daerah, rancangan peraturan bupati, kepuhrsan
bupati, instruksi bupati perjanjian kerjasama yang
menyangkutdan berkaitan dengan produk hukum,
perlindungan dan penegakan hak azasi manusia;

g. mengharmonisasikan, mengsinkronisasikan dan
mengevaluasi menyelia serta membuat kajian produk
hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tirggr;

h.mengkoordinasikan pen5rusunan program legislasi
rancEmgan peraturan daerah yang telah di ajukan ke
DPRD;

i. mengkoordinasikan dan memfasilitasi bantuan hukum
kepada aparatur daerah serta mewakili pemerintah
kabupaten dalam permasalahan hukum; dan

j. melaksanakan dan men5msun LAKIP urusan
administrasi hukum serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Perundang-und€rngan

Pasal 18

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan penrndang-undangan kepada kepala bagran
administrasi hukum;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan perundang-
undangan;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun €rnggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan pemndang-undangan;

e. merencanakan kegiatan, mempersiapkan dan
memproses bahan-bahan dan memfasilitasi pelayanan
pada SKPD dalam rangka produk hukum sampai
dengan penetapan perundang-undangannya;

f. merencanakan kegiatan pen5rusunan program legislasi
daerah bersama-sarna dengan DpRD;

g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan laporan,
mengikuti dan memonitor proses pembahasan
rancangan peraturan daerah dengan DPRD sampai
dengan penetapan dan pengunda.ngannya,
penyusunan produk hukum daerah serta pembinaan
dan pengawasan penyusunan produk hukum daerah;

h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
menyiapkan ta:tr- cara bahan perjanjian kerjasama
pihak ketiga yang menyangkut dengan produk hukum;

i. merencanakan, menghimpun dan men5rusun database
urusan perundang-undangan; dan

j. melaksanakan dan merr5rusun LAKIP urusan
perundang-undangan serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Pasal L9

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai
sebagai berikut:

tugas

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan bantuan hukum kepada kepala bagian
administrasi hukum;

l5



b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;
mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan bantuan
hukum;
merencanakan kegiatan dan men5rusun a.nggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan bantuan hukum;
merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
menyelesaikan permasalahan hukum, perlindungan
dan penegakan hak azasi manusia kepada Pemerintah
daerah;

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
melaksanakan advokasi hukum kepada Pemerintah
Daerah dan Aparatur daerah serta pelaksanaan
bantuan hukum kepada masyarakat;
merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
sarana prasarana penyuluhan hukum kepada
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
merencanakan, menghimpun dan menJrusun database
urusan bantuan hukum; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan bantuan
hukum serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf4
Kepala Sub Bagian Dokumentasi

dan Informasi Hukum

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan dokumentasi dan informasi hukum kepada
kepala bagian administrasi hukum;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. merencanakan, mengevaluasi, mempelajari dan
menyiapkan bahan petunjuk serta membuat kebijakan
mengenai urusan dokumentasi dan informasi hukum;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun €rnggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksana tugas
urusan dokumentasi dan informasi hukum;

e. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
men5rusun katalog produk hukum pemerintah pusat,
Provinsi dan Kabupaten berdasarkan pedoman yang
berlaku;

d.

ob'

h.
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merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
mensosialisasikan peraturan pemndang-undangan
dan produk hukum daerah kepada seluruh SKPD;

merencanakan kegiatan, menyiapkan dan
melaksanakan penerbitan lembaran daerah;

h. merencanakan kegiatan, menJrusun dan mengolah
database melalui media elektronik produk hukum
daerah; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
dokumentasi dan informasi hukum serta tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bagian Administrasi Pertanahan

Paragraf 1

Kepala Bagian Administrasi Pertanahan

Pasal27
Kepala Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
Bagran administrasi pertanahan dengan Asisten
Pemerintahan Umum dan Hukum;

b. membagr tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
merumuskan kebijakan mengenai urusan administrasi
pertanahan;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men)rusun anggar€rn, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan ttrgas urusan administrasi
pertanahan;

e. mengkoordinasikan SKPD dilingkungan pemerintah
Kabupaten yang terkait dengan bidang pertanahan;

f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan,
pengendalian monitoring dan evaluasi kebijakan
meliputi: izin lokasi, izin membuka tanah, pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan, penetapan subyek dan
obyek redistribusitanah, ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee, penetapan
tanah ulayat, perencanaan penggunaa.n tanah wilayah
kabupaten, pemanfaatan dan penyelesaian masalah
tanah kosong dan penyelesaian sengketa tanah
garapan;

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi dalam rangka
harmonisasi dan sinkronisasi penyiapan bahan
petunjuk mengenai peraturan perundang-undangan
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serta mempelajari dan menginventarisasi
permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dibidang pertanahan;

h. mengkoordinasikan, mengevaluasi pemanfaatan tanah
yang menjadi wewenErng pemerintah daerah;

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
administrasi pertanahan serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Tanah

Pasal22
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Tanah
mempunyai tugas sebagai berikr:t :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan perencanaan dan pengadaan tanah kepada
kepala bagian administrasi pertanahan;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan perencEmaan
dan pengadaan tanah;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan perenc€rnaan dan pengadaan tanah;

e. merencanakan, memfasilitasi dan menyiapkan bahan
untuk penetapan kebijakan dalam rangka redistribusi
Iahan dan landreform;

f. memfasilitasi dan mengevaluasi dan memberikan
petunjuk teknis yang berkaitan dengan
pemberd ayaan I pedindungan tanah ulayat;

g. merencanakan dan memfasilitasi persiapan pengadaan
tanah untuk kepentinga_n umum dan pengadaan tanah
skala kabupaten, yang meliputi pemberitahuan
rencana pembangurlarl, pendataan awal lokasi rencalla
pembangunan, konsultasi publik rencana
pembangunan dengan masyarakat yang terkena
rencana, penetapan lokasi pembangunan dan
pembangunan untuk kepentingan umum;

h. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi pendaftaran
hak pakai hasil pengadaan tanah kepada Badan
Pertanahan Nasional dan menyerahkan ke SKPD yang
memerlukan tanah;

i. merencanakan kegiatan dan menfasilitasi penyerahan
dokumen persiapan pengadaan tanah kepada panitia
pengadaan tanah; dan
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j. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
perencanaan dan pengadaan tanah serta tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Penataan dan Penetapan Tanah

Pasal 23

Kepala Sub Bagian Penataan dan Penetapan Tanah
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urus€l.n penataan dan penetapan tanah kepada kepala
bagian administrasi pertanahan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan penataan dan
penetapan tanah;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan penataan dan penetapan tanah;

e. merencanakan kegiatan dan memberi petunjuk teknis
dan mengawasi pemberian rekomendasi serta
mengendalikan izin lokasi dan izin membuka tanah;

f. memfasilitasi panitia pertimbangan landreform dalam
penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta
ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah
absentee;

g. menginventarisasi, mengidentilikasi dan penetapan
bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong untuk
pemanfaatan tanaman pangan semusim;

h. menginventarisasi perubahan luas persil bidang tanah
wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara
lain: delta, abrasi, dan pemetaan luas wilayah sesuai
peruntukannya;

i. merencanakan kegiatan, mengelola basis dan sistem
informasi geografi penataan dan penetapan tanah;

j. memfasilitasi, menyiapkan bahan, monitoring evaluasi
dan laporan urusan penataan dan penetapan tanah;
dan

k. melaksanakan dan menJrusun LAKIP urusan
penataan dan penetapan tanah serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah

Pasal 24

Kepala Sub Bagran Penyelesaian Sengketa Tanah
mempunyai trrgas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan penyelesaian sengketa tanah kepada kepala
bagran administrasi pertanahan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan penyelesaian
sengketa tanah;

d" merencanakan kegiatan dan men)rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan penyelesaian sengketa tanah;

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi pengkajian
terhadap obyek dan subyek sengketa tanah garapan,
mencegah meluasnya dampak sengketa tanah g€rrapan
dan menetapkan langkah-langkah penanganannya
bersama instansi terkait seria melaporkan hasil-hasil
pengkajian sengketa tanah garapan;

f. memfasilitasi dan melaksanakan pembentukan tim
pengawasan pengendalian penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
kepentingan investasi modal swasta; dan

g. melaksanakan dan merrJrusun LAKIP urusan
penyelesaian sengketa tanah serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagran Keenam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 25

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Asisten Administrasi Perekonomian dan pembangunan

membantu sekretaris daerah;

b. mengorganisasikan, kebijakan bidang perekonomian
dan pembangunan sebagai bahan pelaksanaan tugas;

c. merencanakan kebijakan bidang perekonomian dan
pembangunan;

d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;

e. mengkoordinasikan seluruh kegiatan urusan
perekonorniart, sumber daya aTam dan pembangunan
dengan instansi terkait;
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f. membina, mengendalikan dan menilai prestasi kerja
Kepala Bagian dan bawahan dengan cara
mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan
pengembangan karier;

g. mengkoordinasikan para Kepala Bagran sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing menurut urusan
bidang cipta karya dan tata ruang, bina marga dan
sumber daya air, pertanian dan ketah€Lnan pangan,
perkebunan, peternakan, energi dan sumber daya
mineral, kehutanan, perhubungan, perindustrian
perdagangan dan koperasi, pariwisata, perencanaan
daerah, lingkungan hidup, penataan ruang, kelautan
dan perikanan sesuai bidang tugasnya dengan
berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

h. memberi saran dan masukan kepada sekretaris daerah
urusan perekonomian, sumber daya alam dan
pembangunan;

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris
daerah; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Bagran Ketujuh
Bagian Administrasi Pembangunan

Paragraf 1

Kepala Bagran Administrasi Pembangunan

Pasal 26
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
bagian administrasi pembangunan dengan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

b. membagr tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mengkaji, menganalisa dan menyiapkan bahan
petunjuk serta membuat kebijakan teknis urusan
administrasi pembangunan meliputi program
pembangunan, pengendalian dan pelaporan;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatandan
men1rusun anggararl, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
pembangunan;

e. mengkoordinasikan, merumuskan bahan pen5rusunan
penyelenggara€rn kebijakan sesuai norma, standar,
prosedur dan kriteria pembinaan urusan administrasi
pembangunan;

f. mengkoordinasikan fasilitasi bahan review dan
penJrusunan RENSTRA, pen5rusunan RENJA
Sekretariat, pen5rusunErn jadwal pelaksanaan program
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pembangunan tahun berjalan dan persiapan tahun
berikutnya, serta melaksanakan kerjasama dengan
instansi terkait dalam penJnrsunan rencana
pembangunan maupun kegiatan penelitian dan
pengembangan;

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan sosialisasi,
monitoring dan evaluasi pengawasan untuk
penyelengg araan. urusan administrasi pembangunan;

h. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang program pembangunan dan
bidang pengendalian dan bidang pelaporan;

i. men5rusun kebijakan pemerintah daerah dalam
lingkup urusan administrasi pembangunan terhadap
pelaksanaan pembangunan daerah;

j. mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan
pembangunan dan administrasi pembangunan sebagai
implementasi pelaksanaan anggaran daerah dari
berbagai sumber dana;

k. mengkoordinasikan evaluasi dan menilai kinerja
pembangunan yang terfokus pada pencapaian
indikator kerja; dan

l. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
administrasi pembangunan serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragral2
Kepala Sub Bagian Program

Pasal 27

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan selumh kegiatan

urusan progrErm pembangunan kepada kepals legran
administrasi pembangunan;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mengkaji, menganalisa dan menyiapkan bahan
petunjuk serta membuat kebijakan mengenai ufltsarl
program pembangunan;

d. merencanakan kegiatan dan rnen5rusu.n anggarafl,
penetapan kineda sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan progrElm pembangunan;

e. mempersiapkan bahan pengendalian secara
administrasi terhadap program-program pembangunan
melalui rencana kerja anggaran dan dokumentasi
pelaksanaan €rnggaran dan menJrusun program
pembangunan tahun berjalan dan persiapan dalam
bentuk Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;



ob'

h.

f. menyiapkan dan memnfasilitasi bahan review dan
pen5rusunan rencana strategi, menJrusun rencElna
kerja sekretariat, menJrusun jadwal pelaksanaan
program pembangunan tahun berjalan dan persiapan
tahun berikutnya, serta melaksanakan kerjasama
dengan instansi terkait dalam per5rusunan renca.na
pembangunan maupun kegiatan penelitian dan
pengembangan;

menyiapkan bahan, mengidentilikasi dan menganalisa
permasalahan serta penyelesaiannya urusan program
pembangunan; dan

melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan program
pembangunan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Pengendalian

Pasa] 28

Kepala Sub Bagran Pengendalian mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan pengendalian kepada kepala bagran
administrasi Pembangunan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mengkaji, menganalisa dan menyiapkan bahan
petunjuk serta membuat kebijakan mengenai urusan
pengendalian;

d. merencanakan kegiatan dan men)rusu,n anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan pengendalian;

e. menghimpufl, menganalisis dan mengidentifikasi
permasalahan pengendalian pembangunan sebagai
bahan untuk dijadikan laporan atau pertimbangan
kepada atasan;

f. melakukan analisis dan kajian program dan petunjuk
pelaksanaan kegiatan menurut sumber dana setiap
tahun, pengendalian secara berkala dan insidentil
terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
sebagai dasar pengendalian kegiatan;

g. melakukan pengendalian dan memfasilitasi kegiatan
kelompok kerja anggaran sekretariat;

h. melakukan kajian dan fasilitasi terhadap bahan hasil
monitoring dalam rangka pengendalian pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai anggaran pendapatan dan
belanja daerah, subsidi provinsi, dan sumber lainnya
yang sah;
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i. mempersiapkan dan memfasilitasi rapat koordinasi
pengendalian secara berkala datam rangka review
pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan berjalan
sesuai rencaJ:r.a, tepat waktu, tepat mutu dan tepat
sasaran;

j. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan
aplikasi e-mntrolling dalam rangka proses pelaksanaan
kegiatan pembangunan agar lebih transparan dan
akuntabel;

k. mempersiapkan dan memfasilitasi langkah-langkah
dan tindakan pemecahan masalah yang dihadapi otetr
pelaksana kegiatan masing-masing SKPD dalam
rangka tertib administrasi dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

1. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
pengendalian serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian pelaporan

Pasal 29

Kepala Sub Bagian Pelaporan mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan pelaporan kepada kepala bagian administrasi
pembangunan;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mengkaji, menganalisa dan menyiapkan bahan
pehrnjuk serta membuat kebijakan mengenai urusan
pelaporan;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan pelaporan;

e. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan e-reporting,
e-deuelopm.ent dalam rangka meningkatkan kualitas
pelaporan pembangunan serta kegiatan pengukuran
indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan
pembangunan;

f. menghimpun dan mengidentifikasi permasalahan
pelaporan sebagai bahan untuk dijadikan laporan atau
pertimbangan kepada atasan;

g. melakukan kajian terhadap kebijakan publik priuate
partnership (kerjasama Pemda dengan Swasta) dalam
upaya pembiayaan pembangunan oleh sektor swasta
dan koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan;
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h. mempersiapkan bahan dan melakukan kajian hasil
evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh
anggaran pendapatan dan belanja daerah, subsidi
provinsi, APBN dan sumber dana lainnya, hibah dan
bantuan luar negeri;

mempersiapkan bahan dan melakukan kajian hasil
pelaksanaan inventarisasi terhadap kegiatan
pelaksanaan pembangunan; dan
melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan pelaporan
serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Bagian Kedelapan
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Paragraf 1
Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

Pasal 3O

Kepala Bagran Administrasi Sumber Daya Alam
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
bagran administrasi sumber daya alam dengan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

b. membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan serta melaksanakan
pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
sumber daya alam;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggaran, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
sumber daya alam;

e. mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD yang
melaksanakan urusa.n bidang pertanian dan
ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, pertambangan dan Iingkungan
hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlaku;

f. mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka
pen5rusunan program dan petunjuk serta pelaksanaan
monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan ,rir""n Uia"rrg
sumber daya alam;

g. mengkoordinasikan kebijakan dan fasilitasi
pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan
kawasan sumber daya alam skala kabupaten;

1.

J.
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h. mengkoordinasikan, menginventarisasi dan
memfasilitasi permasalahan uruszm sumber daya
alam; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
administrasi sumber daya alam serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan pangan

Pasal 31

Kepala Sub Bagian Pertanian dan Ketahan pangan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan pertanian dan ketahanan pangan kepada
kepala bagian administrasi sumber daya alam;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
meniTat hasil kerja bawahan serta melaksan akan
pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan pertanian dan
ketahanan pangan;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusa.n pertanian dan ketahan€ut pangan;

e. merencanakan, memfasilitasi dan memberi petunjuk
teknis kebijakan terkait dengan urusEr.rr bidang
pertanian tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan yang meliputi lahan, air irigasi, pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian, benih tanaman,
perlindungan tanaman, pet'tzinan usaha, teknis
budidaya, pembinaan usaha, panen, pasca panen,
pengolahan hasil, pemasaran, sarana usaha,
pengembangan statistik dan sistem informasi;

f. merencanakan, memfasilitasi dan memberi petunjuk
teknis kebijakan terkait dengan urusan bidang
ketahanan pangan yang meliputi ketahanan pangan,
keamanan pangan, pengemba.ngan sumber daya
manusia pertanian, pen5ruluhan pertanian, penelitian
dan pengembangan teknologi pertanian, perlindungarr
varietas, sumber daya genetik, standarisasi dan
akreditasi;

g. merencanakan, memfasilitasi dan memberi petunjuk
teknis kebijakan terkait dengan urusan bidang
kehutanan yang meliputi: penataan kawasan hutan,
perlindungan hutan dan penyuluhan serta rehabilitasi
hutan dan lahan;
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h. merencanakan kegiatan dalam rangka peningkatan
kapasitas aparatur terkait bidang pertanian dan
ketahanan pangan;

i. merencanakan kegiatan, menginventarisasi dan
memfasilitasi permasalahan urusan di bidang
pertanian tanaman pangan, hortikultura, ketahanan
pangan, perkebunan dan kehutanan;

j. memfasilitasi pelaksanaErn pemantauan dan evaluasi
kebijakan yang berkaitan dengan urusan pertanian
tanaman pang€Ln, hortikultura, ketahanan pangan,
perkebunan dan kehutanan sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku; dan

k. melaksanakan dan men5rusun I"AKIp urusan pertanian
dan ketah€uaan pangan serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Perikanan dan peternakan

Pasal 32

Kepala Sub Bagian Perikanan dan peternakan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan selumh kegiatan
urllsan perikanan dan peternakan kepada kepala
bagran administrasi sumber daya alam;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan serta melaksanakan
pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan kelautan dan
perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun €rnggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas bidang perikanan dan peternakan;

e. merencanakala kegiatan, memfasilitasi dan memberi
petunjuk teknis kebijakan terkait urusan kelautan dan
perikanan, peternakan dan kesehatan hewan,
rekomendasi, pengembangan sistem statistik,
informasi peternakan dan kesehatan hewan;

f. merenccrrrakan kegiatan, memfasilitasi bahan untuk
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan
terkait urusan kelautan dan perikanan, peternakan
dan kesehatan hewan;

g. merencanakan kegiatan dalam rangka peningkatan
kapasitas aparatur terkait bidang perikanan dan
peternakan;

h. merencanakan kegiatan, menginventarisasi dan
memfasilitasi permasalahan urusan peternakan dan
kesehatan hewan, kelautan dan perikanan; dan



i. melaksanakan dan menzusun LAKIP urusa.n
peternakan dan kesehatan- hewan, kelautan danperikanan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Pertambangan dan

Lingkungan Hidup

Pasal 33

Kepala Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan pertambangan dan lingkungan hidup kepada
bagian administrasi sumber daya alam;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil keda bawahan serta melaksanakan
pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan pertambangan
dan lingkungan hidup;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggarEln,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan pertambangan dan lingkungan hidup;

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan memberi
petunjuk teknis perumusan kebijakan terkait dengan
urusan bidang pertambangan yang meliputi mineral,
batu bara, panas bumi, air tanah, geologi,
ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;

f. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan memberi
petunjuk teknis perumusan kebiiakan terkait dengan
urusan bidang lingkungan hidup yang meliputi
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup,
pengendalian dampak lingkungan hidup dan
konservasi sumber daya alam;

g. merencanakan kegiatan dalam rangka peningkatan
kapasitas aparatur terkait bidang pertambangan dan
lingkungan hidup;

h. merencanakan kegiatan, menginventarisasi dan
memfasilitasi permasalahan urusan pertambangan
dan lingkungan hidup;

i. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, menyiapkan
bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
kebijakan yang berkaitan dengan urus€Ln bidang
pertambangan dan lingkungan hidup; dan

j. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
pertambangan dan lingkungan hidup serta tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bagian Kesembilan
Bagian Administrasi perekonomian

Paragraf 1

Kepala Bagran Administrasi perekonomian

Pasal 34

Kepala Bagran Administrasi perekonomian mempunyai
tugas sebagai berikut:
a- membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

Bagran Administrasi Perekonomian dengan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan;

b. membagr tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusEr.n ad.ministrasi
perekonomian;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggaran, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
perekonomian;

e. mengkoordinasikan dan memflasilitasi kebijakan usaha
kecil dan menengah skala kabupaten;

f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD yang
melaksanakan urusan bidang perhubungan,
perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri dan
perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah, investasi
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (pMD),
Pariwisata dan ekonomi kreatif berpedoman pada
ketentuan yang berlaku;

g. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan bidang perekonomian; dan

h. melaksanakan dan men)rusun LAKIP urusan
administrasi perekonomian serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Koperasi

dan UKM

Pasal 35
Kepala Sub Bagian Koperasi dan UKM mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan koperasi dan UKM kepada kepala bagran
administrasi perekonomian ;
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b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempel4iari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan koperasi dan
UKM;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan koperasi dan UKM;

e. merencanakan kegiatanrmemfasilitasi dan memberi
petunjuk kebijakan terkait dengan urusan
kelembagaan, kemitraan dan pemberdayaan koperasi,
UKM;

f. merencarlakan kegiatan, memfasilitasi dan memberi
petunjuk teknis dengan urusan perencanaan,
pemasaran, teknologi standarisasi untuk kepentingan
produk koperasi, UKM;

g. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
memberikan peturyuk teknis kebijakan terkait dengan
urusan sarana prasarana, informasi dan pengawasa.n
serta menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan
koperasi, UKM skala kabupaten;

h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
mengumpulkan bahan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi yang berkaitan dengan bidang koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan koperasi
dan UKM serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Industri dan perdaganga.n

Pasal 36

Kepala Sub Bagian Industri dan perdagangan mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan industri dan perdagangsyl kepada kepala
bagian administrasi perekonomian;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelqjari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan industri dan
perdagangan;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun arlggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan industri dan perdagangan;

e. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan,
mengevaluasi, memfasilitasi dan memberi petunjuk
teknis keb{jakan terkait dengan urusan industri dan
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perdagangan yang meliputi kebijakan, kerjasarna,
penyebarluasan dan promosi, pelayanan dan
pengendalian serta kepariwis ataan;

f- merencanakan kegiatan, memflasilitasi dan memberi
petunjuk teknis kebijakan terkait dengan urusa.n
industri dan perdagangan yang meliputi pengelolaan
data, sistem sumber daya manusia, ekspor danlmpor;

g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan
menJrusun penetapan kawasan unggulan ekonomi;

h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan
pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia
urusan industri dan perdagangan;

i. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
penJrusunan kebijakan standarisasi urusan
perdagangan dan industri yang meliputi:harga eceran
tertinggi, transportasi dan produk industri,
perlindungan konsumen dan pengawasan pasar;

j. merencanakan kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan industri dan perdagangan;

k. merencanakan kegiatan, menginventarisasi dan
memfasilitasi permasalahan urusan industri dan
perdagangan; dan

l. melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan industri
dan prcrdagangan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Badan Usaha Daerah,

Investasidan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 37
Kepala Sub Bagian Badan Usaha Daerah, Investasi dan
Pemberdayaann Masyarakat Desamempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan badan usaha daerah, investasi dan
pemberdayaan masyarakat desa kepada kepala bagran
administrasi perekonomian;

b. membagr tugas, membimbing memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan badan usaha
daerah, investasi dan pemberdayaan masyakarat desa;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan badan usaha daerah, investasi dan
pemberdayaan masyarakat desa;

3r



e. merenca.nakan kegiatan pengolahan data dalam
rangka kebijakan pengelolaan usaha daerah, investasi
dan pemberdayaan masyarakat desa, serta
pengembangan jenis-jenis usaha dalam hal penyertaan
modal;

f. merencanakan kegiatan, memfasilitas dan memberi
petuqjuk dalam rangka penJrusunan bahan kebijakan
di bidang pendayagunaan aset badan usaha daerah,
investasi dan pemberdayaan masyarakat desa;

g. merencanakan kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan bidang usaha daerah, investasi dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan

h. melaksanakan dan merr]rusun I"AKIP urusan badan
usaha daerah, investasi dan pemberd.ayaan
masyarakat desa serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Bagian Kesepuluh
Asisten Administrasi Umum

Pasal 38
Asisten Administrasi umum mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Asisten Administrasi umum membantu sekretaris

daerah;

b. men5rusun kebijakan bidang administrasi umum
sebagai bahan pelaksanaan tugas;

c. merencanakan kebijakan bidang administrasi umum;
d. merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
e. mengorganisasikan seluruh kegiatan administrasi

umum yang ruang lingkup meliputi: bidang
pengawasan, kepegawaian dan diklat, kearsipan dan
perpustakaan, pendapatan daerah, aset dan keuangan
daerah sesuai dengan bidang tuasnya;

f. mengkoordinasikan para Kepala Bagran sesuai dengan
kerjasama yang baik dan saling mendukung;

g. membina, mengendalikan dan menilai prestasi kerja
Kepala Bagian dan bawahan dengan cara
mengevaluasi hasil kerjanya sebagai bahan
pengembangan karier;

h. memberi s€rra.n dan masukan kepada Sekretaris
Daerah untuk urusan administrasi umum meliputi
urusan lrmum, urusan perlengkapan dan urusan
keuangan;

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris
daerah; dan
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j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Bagran Kesebelas
Bagian Administrasi Umum

Paragraf 1

Kepala Bagran Administrasi Umum

Pasal 39

KgRala Bagran Administrasi Umum mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

Bagian Administrasi Umum dengan Asisten
Admininstrasi Umum;

b. membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan yang berkenaan dengan
urusa.n administrasi umum;

c. mempelqiad dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
umum;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun Emggar€m, penetapan kineda sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusa.n administrasi
umum;

e. menJrusun konsep inventarisasi aset di lingkungan
sekretariat daerah;

f. mengkoordinasikan urusan
keuangan peqalanan dinas
sekretariat daerah;

surat men5rurat dan
pimpinan di lingkung€ul

g. mengarahkan, men5rusun konsep sasaran dan
menentukan kode klasifikasi surat menJrurat yang
akan didistribusikan ke masing-masing bagran;

h. mengkoordinasikan urusan bidang kepegawaian,
kearsipan, pe{pustakaan dan diklat di tinEt<ungan
sekretariat daerah;

i. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi
kegratan yang meliputi: pemeliharaan dan perawatan
kendaraan dinas, pool, darat, sungai, rumah dinas
pimpinan, gedung kantor, AC, cleaning seruie darr
asrama pelajar/mahasiswa/mahasiswi di lingkungan
sekretariat daerah;

j. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengevaluasi
pelayanan penggunaan kendaraan dinas milik
pemerintah daerah di lingkunga.n Sekretariat Daerah;

k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
kebutuhan staf ahli yang meliputi: sarana prasarana,
personalia dan protokoler serta merencanakan
Ernggaran kegiatan staf ahli; dan
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l. melaksanakan dan menJrusun LAKIP urusan
Administrasi umum serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 40

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantrr dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan kepegawaian kepada kepala bagran
administrasi umum;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan kepegawaian;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan kepegawaian;

e. menyiapkan dan men5rusun daftar rencana daftar urut
kepangkatan, daftar penjagaan serta mengusulkan
kenaikan pangkat dan gqii berkala di lingkungan
Sekretariat Daerah;

f. merencanakan kegiatan, men5rusun dan
menyampaikan batas usia pensiunan 1 (satu) tahun
sebelum pegawai negeri sipil pensiun;

g. merencan akal: kegiatan, memverifikasi, mengevaluasi
dan mengolah data tenaga harian lepas di lingkungan
sekretariat daerah;

h. merencanakan kegiatan, memproses administrasi dan
mengusulkan penempatan pegawai negeri sipil oleh
Badan Kepegawaian Daerah, pemberian penghargaan,
pensiun, pemberian sanksi pegawai negeri sipif dan
permohonan cuti pegawai negeri sipil di lingkungan
sekretariat daerah;

i. melaksanakan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan
daftar hadir harian di lingkungan sekretariat daerah;
dan

j. melaksanakan dan menJrusun L,AKIP urusan
kepegawaian serta tugas Ledinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Rumah Tangga

Pasal 4L

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas
sebagai berikut:
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a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan rumah tangga kepada kepala bagian
administrasi umum;

b. membagi tugas, membimbing memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusErn rumah tangga;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas urusan rumah tangga;

e. mengarahkan dan mengevaluasi pelayanan
penggunaaJt kendaraan dinas, pool, darat dan sungai
serta rumah dinas pimpinan di lingkungan sekretariat
daerah;

f. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan
pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan yang
meliputi: kendaraan dinas, pool, darat, sungai, nrmah
dinas pimpinan, rumah dinas golongan I dan II,
fasilitas penunjang rumah dinas, gedung kantor,
fasilitas gedung kantor, taman kantor bupati, AC;
cleaning seruire dan asrarna pelajar/ mahasiswaf
mahasiswi di lingkungan sekretariat daerah;

g. menginventarisasi sarana prasarana rumah dinas
pimpinan, kendaraan dinas, serta flasilitas penunjang
lainnya di lingkungan sekretariat daerah;

h. memfasilitasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait
dengan kerumah tanggaan; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan rumah
tangga serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan

Tata Usaha Pimpinan

Pasal 42

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha
Pimpinan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan administrasi umum dan tata usa-ha pimpinan
kepada kepala bagran administrasi umum;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelqiari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
umum dan tata usaha pimpinan;
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d. merencanakan kegiatan dan menJrusun a.nggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelakianaan
tugas urusan administrasi umum dan tata usaha
pimpinan;

e. memfasilitasi dan memberi petunjuk teknis
pengumpulan serta mengolah data informasi yang
berhubungan dengan bidang ketatausahaan;

f. memfasilitasi dan memberi petunjuk pengagendaan
surat masuk dan surat keluar, penatausahaan surat
men5rurat dan keuangan perl'alanan dinas bagi unsur
pimpinan, serta memproses administrasi perjalanan
dinas di lingkungan sekretariat daerah;

g. memfasilitasi, mengarahkan dan menentukan kode
klasifikasi surat-surat yang akan didistribusi dan
melakukan penataan arsip di lingkungan sekretariat
daerah;

h. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yar,.g berkattan dengan urusan administrasi
umum dan tata usaha pimpinan;

i. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
menyiapkan bahan kebutuhan staf ahli yang meliputi:
sarana prasarana, personalia dan protokoler serta
merencanakan angFlaran kegiatan staf ahli; dan

j. melaksanakan dan merr5rusun LAKIP urusan
Administrasi Umum dan Tata Usaha pimpinan serta
tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keduabelas
Bagian Administrasi perlengkapan

Paragraf I
Kepala Bagran Administrasi perlengkapan

Pasal 43
Kepala Bagran Administrasi perlengkapan mempunyai
tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
Bagian Administrasi Perlengkapan dengan Asisten
Administrasi Umum;

b. membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan pentunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
perlengkapan;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggaran, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
perlengkapan;
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dan
dan

di

dan
dan

e.

f.

mengkoordinasikan, memfasilitasi, men5rusun
menganalisa data pen)rusunan program
menganalisa data kebutuhan perlengkapan
lingkungan sekretariat daerah;

mengkoordinasikan, menyiapkan bahan
menJrusun kebijakan analisis standar betanja
analisis kebutuhan barang;

g. mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana
kebuhrhan barang milik daerah di lingkungan
sekretariat daerah;

h. menkoordinasikan, memfasilitasi dan menganalisa
administrasi penyelesaian pembayaran atas
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah di
lingkungan sekretariat daerah;

i. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan
pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa di
lingkungan sekretariat daerah, sepanjang belum
diberlakukannya kebijakan unit layan pengadaan;

j. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengusulkan
pembentukan panitia pemeriksa barang dan jasa di
lingkungan sekretariat daerah;

k. mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan
monitoring dan mengevaluasi hasil pelaksanaan
perencanaan dan penentuan kebutuhan, standarisasi
barang, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian
pemerintah daerah; dan

1. melaksanakan dan menJrusun L,AKIP urusan
administrasi perlengkapan serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pxagraf 2
Kepala Sub Bagian Analisis Kebutuhan

Pasal 44
Kepala Sub Bagian Analisis Kebutuhan mempunyai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan selumh kegiatan

urusan analisis kebututran kepada kepala bagran
administrasi perlengkapan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai uruscLn analisis
kebutuhan;

d. merencanakan keigatan dan menJrusun anggararl,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas analisis kebutuhan;

37



e.

1.

merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan memberipetunjuk teknis perumusan kebijakan analisis
kebutuhan sekretariat daerah;

merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan menJrusun
program analisis kebutuhan barang dan jasa sesuai
usulan masing-masing bagian di lingkungan
sekretariat daerah;

memfasilitasi dan menyiapkan bahan perumusan
kebijakan standarisasi sarana prasarana kerja
pemerintahan daerah dalam hal pembakuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan
dinas dan lain-lain barang yang memerlukan
standarisasi;

merencanakan kegiatan, menghimpun dan men5rusun
kebijakan analisis standar belanja, stand.ar biaya dan
standar harga barang/jasa dan standar harga dasar
upah, bahan dan peralatan untuk 1 (satu) tahun
anggaran dan penyusunan regulasi yang diperlukan
SKPD;

merencanakan kegiatan, meenginventarisasi dan
mengidentifikasi daftar kebutuhan barang dan jasa
sesuai usulan masing-masing bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah;

merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan laporan
pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan di
lingkungan sekretariat daerah; dan
melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan analisis
kebutuhan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian pengadaan

Pasal 45

kg{" Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan pengadaart kepada kepala bagian administrasi
perlengkapan;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan pengadaan;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan pengadaan;

h.

J.

k.
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e.

i.

merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan men5rusun
program pengadaan barang dan jasa sesuai hasil
analisis kebutuhan masing-masing bagian di
lingkungan sekretariat daerah;

merencanakan kegiatan, pembentukan panitia
pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan
sekretariat daerah sepanjang belum diberlakukannya
kebijakan unit pengadaan pelayanan;

merencanakan kegiatan, pembentukan panitia
pemeriksaan barang dan jasa pemerintah di
lingkungan sekretariat daerah;

merencanakan kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan
proses administrasi pengadaan barang dan jasa
pemerintah di lingkungan sekretariat daerah;
memberi petunjuk tata cara pemeriksaan Administrasi
kelengkapan yang diperlukan untuk menyelesaikan
pembayaran atas pengadaan barang dan jasa
pemerintah

melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
pengadaan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Pemyimpanan dan Distribusi

Pasal 46
Kepala Sub Bagran Penyimpanan dan Distribusi
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusa.n penyimpanan dan distribusi kepada kepala
bagian administrasi perlengkapan;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil keda bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan penyimpanan
dan distribusi;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggararr,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan penyimpanan dan distribusi;

e. merencanakan kegiatan proses penyimpanan dan
distribusi barang di lingkungan sekretariat daerah;

f. memberi petunjuk tata, cara pemeriksaan dokumen
kelengkapan yang diperlukan untuk penyimpanan dan
pendistribusian barang milik daerah;

g. memberi petunjuk tata cErra pengelolaan dan
penyerahan seluruh salinan dokumen penyimpanan
dan distribusi barang dan jasa pemerintah daerah
secara sistematis;

o

h.

J.
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TgTberi petunjuk teknis dan mengelola barang yang
tidak laikpakai bagi keperluan kedinasan di
lingkungan sekretariat daerah dengan berkoordinasi
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
melalui sekretaris daerah; dan
melaksanakan dan menJrusun LAKIP urusan
penyimpanan dan distribusi serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketigabelas
Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan

Paragraf 1

Kepala Bagian Administrasi penatausahaan Keuangan

Pasal 47
Kepala Bagran Administrasi penatausahaan Keuangan
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan dEngan
Asisten Administrasi Umum;

b. membina, mengatur, membagi tugas, mengarahkan
dan menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urus€ur administrasi
penatausahaan keuangan;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggaran, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusarl administrasi
penatausahaan keuangan ;

e. mengkoordinasikan, menghimpun dan menganalisa
data dan dokumen penganggaran, penatausahaan,
akuntansi dan pertanggungiawaban keuangan di
lingkungan sekretariat daerah;

f. mengkoordinasikan dan mengevaluasi petunjuk teknis
dan bahan pembinaan kegiatan penganggaran,
penatausahaan, akuntansi dan pertanggungiawaban
keuangan di lingkungan sekretariat daerah;

g. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

h. memfasilitasi dan mengevaluasi hasil pembinaan
kegiatan penganggar€m, penatausahaan, akuntansi
da:r pertanggungiawaban keuangan di lingkungan
sekretariat daerah; dan

j. melaksanakan dan menJrusun LAKIP

h.

administrasi penatausahaan keuangan serta
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

urusan
tugas
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Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Anggaran

Pasal 48

Kepala Sub Bagian Anggaran mempunyai .uugas sebagai
berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan selumh kegiatan

urusan ar:.ggaral: kepada kepala bagian administrasi
penatausahaan keuangan ;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan meny-iapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusEtrl arrggarar.;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun a.nggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan anggaran;

e. menyusun bahzui untuk pedoman administrasi
anggaran keuangan di lingkungan sekretariat daerah;

f. memberi petunjuk teknis dan rekapitulasi ususlaa
anggaran kegiatan masing-masing bagian di
lingkungan sekretariat daerah;

g, memfasilitasi, meneliti, memerjksa dokumen serta
kelengkapan yang diperlukan untuk penganggaran
masing-masing bagran di lingkungan sekretaria""
daerah;

h. memfasilitasi, mengevaluasi dan menatausahakan
dokumen proses anggaran, meliputi rekapitulasi
rencana kerja anggaran/rencana kerja anggaran
,^^-,1^^L^*
l,,vL tJ)Ja.LLaa_LL, l^1-,*^-uuAutuutl pelaksanaan
anggaraan/dokumen pelaksanaan anggaran
pembahan yang telah diterbitkan di lingkungan
sekretariat daerah; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan anggaran
serta tugas kedinasan lainnya _yang diberikan oleh
atasan.

Kepala sub Bagi"" 
"|il:ffi'*"an dan Akuntansi

Pasal 49

Kepala Sub Bagian Perbendaharaari dan Akuntansi
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan perbendaharaan dan akuntansi kepada kepala
bagian administrasi penatausahaan keuangan ;

b. membagi tugas, membimbirg, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;
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c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan perbendaharaan
dan akuntansi;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan perbendaharaEm dan akuntansi;

e. meneliti dan memeriksa dokumen serta kelengkapan
yang diperlukan untuk proses pencairan anggaran
kegiatan masing-masing bagian di lingkungan
sekretariat daerah;

f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan dalam penilaian
dan menetapkan saldo kas bank pada bendahara
pengeluaran sekretariat daerah;

g. menatausahakan dokumen proses pencairan anggaran
kegatan yang telah diterbitkan Surat penyediaarrb"rra
(SPD), Surat perintah Membayar 1Seq, Surat
Permintaan Pembayaran (spp) dan surat perintah
Pencairan Dana (SPPD) meliputi: belanja langsung dan
belanja tidak langsung masing-masing bagian di
lingkungan sekretariat daerah ;

h. merencanakan kegiatan, menyiapkan dan men5rusun
laporan keuangan sekretariat daerah;

i. memberi petunjuk teknis data realisasi pelaksanaan
anggaran belanja dan pendapatan yang dilaporkan
oleh perbendaharaan di lingkungan sekretariat daerah;
dan

j. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
perbendaharaan dan akuntansi serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Verilikasi

Pasal 50

J{epala Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

uruszrn verifikasi kepada kepala bagran artministssi
penatausahaan keuangan ;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan verifikasi;

d. merencanakan kegiatan dan men)rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan verifikasi;
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f.

membuat dan menyampaikan surat teguran kepada
bendahara pengeluaran atas keterlambatan
penyampaian surat pertanggunjawaban keuangan
masing-masing bagian di lingkungan sekretariat
daerah;

menyiapkan surat perintah membayar, menerbitkan
hasil pengesahan surat pertanggunjawaban keuangan
dan saldo kas/bank bendahara pengeluaran di
lingkungan sekretariat daerah;

menerbitkan pengesahan surat pertanggunjawaban
keuangan anggaran belanja masing-masing bagian di
lingkungan sekretariat daerah;
menyelia bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan
kegiatan untuk pen5rusunan perhitungan anggaran
pendapatan dan belanja daerah di lingkungan
sekretariat daerah;

melaksanakan perbaikan atas kesalahan pembebanan
arlggarar: berupa penerbitan daftar pembukuan
administrasi dokumen pelaksanaan anggaran
penyesuaian terhadap kesalahan mekanisme
akuntansi di lingkungan sekretariat daerah; dan
melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan verifikasi
serta tugas kedinasan lainnya yar,g diberikan oleh
atasan.

Bagran Keempatbelas
Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat

Pasal 51

Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan Masyarakat
mempunyai tugas sebagai berikut :

Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Hubungan
Masyarakat membantu sekretaris daerah;

men5rusun kebijakan bidang administrasi
kesejahtera€ur ralqyat dan hubungan masyarakat
sebagai bahan pelaksanaan tugas;

merencanakan kebijakan bidang kesejahteraan ralqyat
dan hubung€Ln masyarakat;

merumuskan sasaran yang hendak dicapai sesuai
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan;
mengorganisasikan SKPD urusan bidang pendidikan,
kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,
olahraga dan kepemudaan, pennuseuman,
kebudayaan, komunikasi dan informatika,
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan
agama sesuai dengan tugasnya;

h.

1-

J.

b.

c.

d.

e.
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f.

CT
b'

h.

mengkoordinasikan para Kepala Bagran sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing agar terjalin
kerjasama yang baik dan saling mendukung;
merumuskan dan mengevaluasi besaran organisasi
perangkat daerah;

membina, mengendalikan dan menilai prestasi keda
kepala Bagran dan bawahan dengan cara mengevaluali
hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier;
memberi saran dan masukan kepada sekretaris daerah
dibidang kesejahteraan rakyat dan hubungan
masyarakat meliputi: pendidikan, kesehatan, sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi, organisasi, hubungan
masyarakat dan protokol, pemberdayaan perempuan,
keluarga berencana dan agama; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Bagran Kelimabelas
Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralryat

Paragraf 1

Kepala Bagran Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 52

Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralryat
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Ralqyat dengan
Asisten Kesejahteraan Ralryat dan Humas;

b. membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
kesejahteraan ralryat;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
kejahteraan ralryat;

e. mengkoordinasikan, memfasilitasi dan men5rusun
pembentukan tim dan rumusan kebijakan urus€Ln
Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi:
bidang pendidikan, olahraga dan kepemudaan,
kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi,
perrnuseutrT.ata, kebudayaan, pemberdayaan
perempuan dan keluarga berencana serta aga.rna;

f. memfasilitasi, mengkoordinasikan, men5rusun, dan
menganalisa data serta dokumen yang berkaitan
dengan urusan administrasi kesejahteraan ratryat;

i.

J.
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oD'

h.

mengkoordinasikan, mensosialisasikan petunjuk
teknis bahan pembinaan kegiatan yang berkaitan
dengan urusan 

"d*irri"t asi keJejahteraanlatyat;
mengkoordinasikan, memfasilitasi, monitoring dan
evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan llrusan
administrasi kesejahteraan rakyat; dan
melaksanakandan menlrusun LAKIP urusarn
administrasi kesejahteraan ral<yat serta tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Pendidikan, pemuda, Olahraga

dan Kesehatan

Pasal 53
Kepala Sub Bagian Pendidikan, pemuda, Olahraga dan
Kesehatan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan pendidikan, pemuda, oTahraga dan keseh atan
kepada kepala bagian administrasi kesejahteraan
ralryat;

b. membagr tugas, membimbing memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan pendidikan,
pemuda, olahraga dan kesehatan;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan pendidikan, pemuda, olahraga dan kesehatan;

e. memfasilitasi dan memberi petunjuk teknis kebijakan
terkait dengan proses administrasi banttran keuangan
untuk organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan,
pemuda, olahraga dan kesehatan;

f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan pemeriksa
berkas hibah dan bantuan sosial yang belum ditangani
oleh SKPD teknis;

g. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan hasil
pelaksanaan tugas serta menginventarisasi
permasalahan yang berkaitan dengan urusan
pendidikan, pemuda, olahraga dan kesehatan;

h. memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan bantuan
kegiatan urusan pendidikan, pemuda, olahraga dan
kesehatan; dan

i. melaksanakan dan men)rusun LAKIP uruszrn
pendidikan, pemuda, olahraga dan kesehatan serta
tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Sosial, Tenaga Keqla dan

Transmigrasi

Pasal 54
Kepala Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi kepada
kepala bagian aciministrasi kesejahteraan ralqyat;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urrrsan sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun €rnggar€Ln,
penetapan kineria sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan sosial, tenaga ke{a dan transmigrasi;

e- memfasilitasi dan memberi petunjuk teknis kebijakan
terkait usulan bantuan kegiatan urusan bidang
organisasi kemasyarakatan meliputi: sosial, tenaga
kerja dan transmigrasi, peffnuseuman, kebudayaan;

f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan terkait dengan
kelengkapan dokumen yang diperiukan untuk
bantuan keuangan organisasi kemasyarakatan bidang
sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi, perrnuseuman,
kebudayaan;

g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan meneliti
dokumen hibah dan bantuan sosiai yang beium
ditangani oleh SKPD tei<nis;

h. menyiapkan bahan evaluasi dan laporan hasil
pelaksanaan tugas serta menginventarisasi
permasalahan yang berkaitan dengan urusan sosial,
tenaga kerja dan transmigrasi; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urus€ul sosial,
tenaga kerja, dan transmigrasi serta tugas kedinasan
lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Pemberdayaan perempuan,

Keluarga Berencana dan Agama

Pasal 55

Kepala Sub Bagian Pemberdayaan perempuan, Keluarga
Berencana dan Agama mempunyai tugas sebagai berikui :

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan pemberdayaan perempuan, keiuarga
berencana dan agama kepada kepala bagian
administrasi kesejahteraan rakyat;
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ob'

h.

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan peturljuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana dan agama;

d. merencanakan kegiatan dan men5rusun anggara.n,
penetapan kineda sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urus€Ln pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana dan agama;

e. memfhsilitasi, menghimpun dan menyiapkan bahan
perumusan kebijakan terkait bidang pemberdayaan
lembaga mental spiritual dan keagamaan yang
meliputi: lembaga dak\Mah, peribadatan, Badan amil
zakat, pendidikan d_an pembelajaran agama,
pernbinaan umat, pelayanan haji, kerukunan antar
umat beragama;

f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan peneliti
dokumen hibah dan bantuan sosial yang belum
ditangani oleh SKPD teknis;

1.

merencanakan kegiaian, memfasiiitasi dan
mengkoordinasikan dokumen terkait dengan
kelengkapan yang diperlukan untuk proses bantuan
keuangan untuk bidang pemberdayaan perempuErn,
keluarga berencana dan agEr"ma;

merencculaican kegiatan, memfasilitasi, menyiapkan
bahan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan yang berkaitan
dengan urusan pemberdayaan perempuaJr, keluarga
berencana dan agama; dan

meiaksanakan dan men5rusun LAiflp urus€rn
pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan
agarna serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Bagran Keenambelas
Bagran Administrasi Hubungan Masyarakat

dan Protokol

Paragraf 1

Kepala Bagian Administrasi Hubungan Masyarakat
dan Protokol

Pasal 56

Kepala Bagran Administrasi Hubungan Masyarakat dan
Protokol mempunyai tugas sebagai berikut:
a. membantrr dan mengkonsuitasikan seluruh kegiatan

bagian administrasi hubungan masyarakat dan
protokol dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat dan
Hubungan Masyarakat;
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b.

c.

membagi tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

mempelqjari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan administrasi
hubungan masyarakat dan protokol;
mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
menyusun anggaran, penetapan kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas urusan administrasi
hubungan masyarakat dan protokol;

men5rusun konsep sasaran dan memfasilitasi
manqjeman hubungan masyarakat, bb kelola
infrastruktur kehumasan dan pengawasan
penyelenggaraan kehumasan;

mengarahkan, menyiapkan bahan koordinasi urusan
kehumasan di lingkungan pemerintah kabupaten;
mengarahkan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi
konsultasi publik;

h. menyelia, mengkoordinasikan, menganalisa
pemberitaan media masa dan men5rusun data serta
mendokumentasikan kegiatan yang berkaitan dengan
urusan hubungan masyarakat dan protokol;
mei'encanakan kegiatan sosialisasi petunjuk teknis
pembinaan kehumasan kegiatan yang berkaitan
dengan Llrusan hubungan masyarakat dan protokol;
memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan
seremonial ).ang berkaitan dengan uruscrn hubungan
rnasyarakat dan protokcl;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan urusan hubungan
masyara-kat clan protokol; dan

1. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
administrasi hubungan masyarakat dan protokol serta
tugas kedinasan lainnya yang yang diberikan oleh
atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Data dan Informasi

Pasal 57

Kepala Sub Bagian Data dan Informasi mempunS,-ai tugas
sebagai berikut :

a. membantu dan mengkonsultasikan selumh kegiatan
urusan data dan informasi kepada kepala bagian
administrasi hubungan masyarakat dan protokol;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petuqiuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

d.

e.

f.

ob'

t.

J.
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c. mempelqiari dan menyiapkan bahan petunjuk
membuat kebliakan mengenai urusan data
informasi;

serta
dan

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinefa sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan data dan informasi;
merencanakan kegiatan, member: petunjuk dan
memfasilitasi manajeman hubungan masyarakat;
merencanakan kegiatan, mengarahkan, menyiapkan
bahan koordinasi urusan kehumasan di lingkungan
pemeintah kabupaten dan memfasilitasi konsultasi
publik;

menyiapkan, men5rusun dan mendistribusikan sajian
informasi dalam bentuk photo, video dan berbagai
artikel lainnya untuk kebutuhan publik;
menyiapkan, men5rusun maieri informasi publik yang
dipublikasikan melalui teknologi informasi lembaga
kehumasan pemerintah;

i. menyiapkan dan membentuk
informasi dan dokumentasi;

pusat pengelola

merencanakan kegiatan forum koordinasi kehumasan
dan meqialin kerjasama dan media;
merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan,
menyelenggarakan dan menglkuti pamera.n; dan
melaksanakan dan men5rusun LAKIp urusan data dan
informasi serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian protokol

Pasal 58

Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan protokol kepada kepala bagran administrasi
hubungan masyarakat dan protokoi;

b. membagi flrgas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelqiari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan protokol;

d. merencanakan kegiatan dan merqrusu.n anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
unisan protokol;

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan kegiatan seremonial kedinasan
dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan
protokoler;

e.

f.

clb.

h.

J.

k.

l.
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f. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan laporan
hasil pelaksanaan tugas serta menginventarisasi
perrnasalahan yang berkaitan dengan protokol;
menyiapkan, menghimpun dan menJrusun naskah
sambutan dan pidato pimpinan; dan
melaksanakandan men5rusun LAKIp urusan protokol
serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian pemberitaan

Pasal 59
Kepala Sub Bagran Pemberitaan mempunyai tugas
sebagai berikut:
a- membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan pemberitaan kepada kepala bagian adminitrasi
hubungan masyarakat dan protokol;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan
membuat kebijakan mengenai

bahan petunjuk serta
urusan pemberitaan;

d- merencanakan kegiatan dan men5rusun Ernggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan pemberitaan;

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi pelaksanaan
monitoring dan laporan hasil pelaksanaan tugas serta
menginventarisasi permasalahan yang berkaitan
dengan pemberitaan;

f. merencanakan kegiatan, menyiapkan dan membuat
bahan berita untuk media massa;

g. merencanakan kegiatan, menulis, mengediting dan
memproduksi informasi publik; dan

h. melaksanakan dan menJrusun LAKIP urusan
pemberitaan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Bagran Ketujuhbelas
Bagian Administrasi Organisasi

Paragraf 1-

Kepala Bagian Administrasi Organisasi

Pasal 6O

Kepala Bagian Administrasi Organisasi mempuny-ai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

Bagran Administrasi Organisasi dengan Asisten
Kesejahteraan Rakyat dan Humas;

ot]'

h.
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b. membagr tugas, mengarahkan, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
dan membuat kebijakan me.rgerrai urusan
administrasi organisasi;

d. mengkoordinasikan, merencanakan kegiatan dan
men5rusun anggaran, penetapan kinerja seb"gai
pedoman pelaksanaan turgas urus€rn administrasi
organisasi;

e. mengkoordinasikan dan memt-asiiitasi kebijakan
pembentukan organisasi perangkat daerah;

f. mengkoordinasikan, mengevaluasi, mengsinkronisasi
dan harmonisasi pemberdayaa'- kapasitas organisasi
perangkat daerah;

g- mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan
sistem informasi analisis jabatan dan analisii beban
kerja organisasi perangkat daerah;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penJrusunan
kebijakan tugas pokok dan fungsi, analisis jabatan dan
analisis beban kerja organisasi perangkat daerah;

i. mengkoordinasikan, memfasilitasi, memverifikasi dan
menyiapkan bahan keb{jakan dalam menJrusun tata
naskah dinas, Indikator Kinerja Utama, TAPKIN,
LAKIP, Standar Operasional prosedur, Standar
Pelayanan Minimal dan LHKpN;

j. mengkoordinasikan, memfasiiitasi pelaksanaan
monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan kapasitas Organisasi perangkat Daerah
meliputi: analisis jabatan, analisis beban kerja,
kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan

k. meiaksanakan dan men5rusun LAKip urusan
Administrasi organisasi serta tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Kepala Sub Analisis Jabatan

Pasal 61

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan mempuny,ai tugas
sebagai berikut:
a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan

urusan analisis jabatan kepada kepala bagran
administrasi organisasi;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai rr'us€rn analisis jabata"n;
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d. merencanakan kegiatan dan men5rusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan analisis jabatan;

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan bahan rumusa.n kebijakan
pen5rusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja
organisasi perangkat daerah;

f. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan
menyiapkal bahan penJrusunan uraian tugas jabatan
struktural organisasi perangkat ciaerah dan
mensosialisasikan;

g. merencanakan kegiatan pen]rusunan informasi jabaian
struktural dan flon struktural organisasi perangkat
daerah;

h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi,
mengkoordinasikan, men5,rusun dan menetapkan jenis
jabatan fungsional organisasi perangkat daerah dan
mensosialisasikan;

i. merencanakan kegiatan, memfasiiitasi dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan
jaringan informal analisis jabatan dan analisii beban
ke{a organisasi perangkat daerah dan
mensosialisasikan;

j. merencanakan kegiatan pen]rusunan analisis jabatan
dan analisis beban kerja organisasi perangkat daerah;

k. merencanakan kegiatan, memfasilitasi peiaksanaan
monitoring dan evaluasi bahan laporan pelaksanaan
analisis jabatan dan analisis beban keda organisasi
perangkat daerah; dan

1. melaksanakan dan menSrusun LAKIp urusan anarisis
jabatan serta tugas keciinasan iainnya yang diberikan
oleh atasan.

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Kelembagaan

Pasal 62

Kepala Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas
sebagai berikut:

a. membantu dan mengkonsultasikan seluruh kegiatan
urusan kelembagaan kepada kepala bagian
administrasi organisasi;

b. membagr tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menytapkan bahan petunjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusan kelembagaan;

d. merencanakan kegiatan dan men5ruslrn anggarala,
penetapan kineqa sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan kelembagaan;
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e- merencanakan kegiatan, memfasilitasi, mengevaluasi,
mengsinkronisasi dan harmonisasi penJrusun
kebljakan dan petunjuk teknis pelaksanaan
pemberdayaan kapasitas organisasi perangkat daerah;
merencanakan kegiatan, memfasilitasi, memberi
petunjuk teknis dan menyusun standar besaran
organisasi perangkat daerah;

merencarlakan kegiatan, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan pembentukan dan perubahan
organisasi perangkat daerah;

h. merencanakan kegiatan dan memflasilitasi
pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan
pelaksanaan evaluasi kelembagaan organisasi
perangkat daerah dan peraturan daerah struktur
organisasi dan tata kerja; dan

i. melaksanakan dan men5rusun LAKIP urusan
kelembagaan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan

Pasal 63

Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai fugas
sebagai berikut:
a. membantu_ dan mengkonsultasikan selumh kegiatan

urusan ketatalaksanaan kepada kepala bagian
administrasi organisasi;

b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan
menilai hasil kerja bawahan;

c. mempelajari dan menyiapkan bahan pef.rnjuk serta
membuat kebijakan mengenai urusarl
ketatalaksanaan;

d. merencanakan kegiatan dan menJrusun anggaran,
penetapan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
urusan ketatalaksanaan ;

e. merencanakan kegiatan, memfasilitasi,
mengkoordinasikan merumuskan kebijakan dan
mensosialisasikan SPM, sosialisasi pelayanan publik,
standar operasional prosedur, tata naskah, prosedur
kerja dan pola hubungan serta koordinasi crganisasi
perangkat daerah;

f. merencanakan kegiatan, memfasilitasi,
mengkoordinasikan merumuskan keb{jakan dan
mensosialisasikan pedoman ketatalaksanaan
sekretariat daerah dan kabupaten;

o
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g. merenca.nakan kegiatan, memfasilitasi,
mengkoordinasikan merumuskan kebijakan dan
mensosialisasikan pedoman reformasi birokrasi
sekretariat daerah dan kabupaten;

j.

h. merencanakan kegiatan, memlasilitasi,

t.

mengkoordinasikan merumuskan kebijakan dan
mensosialisasikan tentang pakaian dinas pegawai, hari
dan jam kerja serta absensi, hari libur nasional dan
cuti bersama;

merencanakan kegiatan, memlasiiitasi,
mengkoordinasikan, merumllskan kebdakan dan
mensosialisasikan pen5rusunarl Indikator Kinerja
Utama, LAKIP dan TAPKIN, LHKPN sekretariat daerah
dan kabupaten; dan

melaksanakan cian men5rusun LAKIP urusan
ketatalaksanaan serta tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan;

BAB VI
STAF AHLI

Pasal 64

(1) Staf Ahii dalam melaksanakan tugasnya perlu
dukungan sarana pras€rrana kerja, protokoler dan
personaii6l yang dikoordinsikan oleh bagian
administrasi umum melalui sekretaris daerah.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu
menJrusun rencana kegiatan dan anggaran sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 65

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas
pokok rnemberikan telahaan mengenai hukum dan
politik, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. men5rusun telahaan mengenai hukum dan politik
untuk kebijakan daerah;

b. menyampaikan telahaan mengenai hukum dan politik
untuk dikonsuitasikan dengan sekretaris daerah;

c- mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan yang
berkaitan dengan hukum dan politik dalam
perumusan kebijakan untuk kepala daerah;

d. merumuskan konsep strategis dan penjabaran
program mengenai hukum dan politik;

e. mengendalikan, mengidentifikasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan hukum dan politik;

f. merumuskan konsep sasaran, meliakukan pemgkajian
dan penelitian terhadap produk hukum daerah ),ang
berkaitan dengan hukum dan politik;



g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan mengenai
hukum dan politik, produk hukum pemerintah daerah;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati
melalui sekretaris daerah; cian

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 65

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok
memberikan telahaan mengenai Pemerintahan, dengan
uraian tugas sebagai berikut :

a. men5rusun teiahaan mengenai Pemerintahan untuk
kebijakan daerah;

b. menyampaikan telahaan mengenai pemerintahan
untuk dikonsultasikan dengan Sekretaris Daerah ;

c. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan yang
berkaitan dengan Pemerintahan dalam perumusan
kebijakan untuk Bupati;

d. merumuskan konsep strategis dan penjabaran
program mengenai Pemerintahan;

e. mengendalikan, mengidentilikasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan Pemerintahan;

f. merumuskan konsep sasaran", melakuka pengkajian
dan penelitian terhadap bidang Pemerintahan;

g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan mengenai
Pemerintah Daerah;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 67

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok
memberikan telahaan mengenai pembangunan, dengan
uraian tugas sebagai berikut :

a. men5rusun telahaan mengenai Pembangunan untuk
kebijakan daerah;

b. menyampaikan telahaan mengenai Pembangunan
untuk dikonsultasikan dengan sekretaris daerah;

c. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan yang
berkaitan dengan Pembangunan dalam perumusan
kebijakan untuk bupati;

d. merumuskan konsep strategis dan penjabaran
program mengenai pembangunan;

e. mengendalikan, mengidenffikasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan pembangunan;

f. merumuskan konsep sasaran, melakukan pengk4iian
dan penelitian terhadap bidang pembangunan;
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g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan mengenai
pembangunan daerah;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati
melalui sekretaris daerah; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 68

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas pokok memberikan telahaan
mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia,
dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. menJrusun telahaan mengenai kemasyarakatan dan
sumber daya manusia untuk kebijakan daerah;

b. menyampaikan telahaan rnengenai kemasyarakatan
dan sumber daya manusia untuk dikonsuitasikan
dengan sekretaris daerah;

c. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan yang
berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya
manusia dalam perumusan kebijakan untuk bupati;

d. merumuskan konsep strategis dan penjabaran
program mengenai kemasyarakatan dan sumber daya
manusia;

e. mengendalikan, mengidenti{ikasi masal.ah-masalah
yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber
daya manusia;

f. merumuskan konsep sasara.n, melakukan pengkajian
dan penelitian terhadap bidang kemasyarakatan dan
sumber daya rnanusia;

g. mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan mengenai
kemasyarakatan dan sumber daya manusia;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati
melaiui sekretaris daerah; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Pasal 69

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai
tugas pokok memberikan telahaan mengenai ekonomi dan
keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

a, menJrusun telahaan mengenai ekonomi dan keuangan
untuk kebijakan daerah;

b. menyampaikan telahaan mengenai ekonomi dan
keuangan untuk dikonsultasikan dengan sekretaris
daerah;
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C.

d.

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan yang
berkaitan dengan ekonomi .i", keuangan dalam
perumusan kebijakan untuk bupati;
merumuskan konsep strategis dan penjabaran
program mengenai ekonomi dan keuangan;
mengendalikan, mengidentifikasi masalah-masalah
yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan;
merumuskan konsep sas€rran, melakukan pengkajian
dan penelitian terhadap bidang ekonomi dan
keuangan;

mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan mengenai
ekonomi dan keuangan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati
meialui sekretaris daerah; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 70

I{elompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas
sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing
jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 71

I{elompok .}abatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai keiompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan
dan keterampiiannya sesuai <iengan proseciur ketentuan
yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2OL2, tanggal 25 April
2a12 tentang Uraian Tugas Pejabat strukturai sekretariai
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.

e.

ob'

h.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 JanuarL 2074

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Januari 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH I{IIBUPATEN KUTAI I(ARTANEGARA,

SYAH .si
NrP. 19650302 '199403 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARATAHUN 2OL4
NOMOR 1
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